
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1782, 2014 KEMEN KP. Usaha Perikanan Tangkap.  
Perubahan Kedua. 

 
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 57/PERMEN-KP/2014 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 
PERIKANAN NOMOR PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN 

TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya 
perikanan yang bertanggung jawab dan penanggulangan 
Illegal, Unrepoted and Unregulated (IUU) Fishing di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia (WPP-NRI), perlu menghentikan kegiatan alih 
muatan (transhipment) di laut; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan 
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia; 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3260); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); 

3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3647); 

4.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849); 

8.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang 
Pengesahan Agreement for the Implementation of the 
Provisions of the United Nations Convention on the Law of 
the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation 
and Management of Straddling Fish Stocks and Highly 
Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan 
Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-
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Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 
yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan 
Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan 
yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5024); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4241), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4623); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 189); 

12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal; 

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan 
Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu 
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
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Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466); 

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
440); 

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di 
Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 668); 

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-
KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1146); 

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan 
Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072); 

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 503); 

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan 
Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1618); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER. 30/MEN/2012 
TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH 
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), yang telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1146) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 34 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem 

bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan 
pemasaran. 

2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada 
kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. 

3. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan. 

4. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di 
bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. 

5. Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab 
terhadap perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap. 

6. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga negara Republik 
Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap. 

7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang 
selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan 
untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona 
ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan 
genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah 
Republik Indonesia. 

8. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang 
menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross 
tonnage (GT).  

9. Rencana usaha perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut rencana 
usaha, adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam 
mewujudkan usaha perikanan tangkap. 
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10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan 
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara 
apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, 
dan/atau mengawetkannya.  

11. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan 
pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan. 

12. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang 
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi 
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, 
pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi 
perikanan. 

13. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap 
ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau 
mengawetkan ikan. 

14. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau 
secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, 
mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan 
ikan. 

15. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap 
ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tempat muat ikan 
ke kapal pengangkut ikan. 

16. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan 
yang secara teknis dirancang untuk dioperasikan dalam satu kesatuan 
sistem operasi penangkapan (purse seine group), yang terdiri atas kapal 
penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi 
penangkapan ikan. 

17. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan membina. 

18. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat 
dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan ikan. 

19. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. 

20. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI, 
adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia 
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku 
tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di 
bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil 
laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. 
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21. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah 
izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan 
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin 
tersebut. 

22. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah 
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari SIUP. 

23. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari SIUP.  

24. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan untuk 
beroperasi di wilayah perairan tertentu yang merupakan bagian dari 
WPP-NRI berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan yang 
ditetapkan. 

25. Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal, yang 
selanjutnya disingkat RAPIPM, adalah keterangan tertulis yang memuat 
persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur 
Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan 
fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang 
penanaman modal. 

26. Perluasan alokasi adalah penambahan jumlah kapal perikanan 
dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum 
tercantum dalam SIUP. 

27. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan 
umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar 
muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.  

28. Pelabuhan singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum 
sebagai tempat kapal perikanan singgah untuk mengisi perbekalan atau 
keperluan operasional lainnya. 

29. Pelabuhan bongkar adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum 
sebagai tempat kapal perikanan dalam usaha perikanan tangkap 
terpadu melakukan bongkar ikan. 

30. Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum 
sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi 
perbekalan atau keperluan operasional lainnya. 
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31. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah 
surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang 
ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap 
orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 

32. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, 
adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam 
rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan 
yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha 
perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas. 

33. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah 
pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka 
memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh 
Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan. 

34. Dihapus. 
35. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 
36. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 

37. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.  

38. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat 
UPT Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang 
pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 

39. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang 
bertanggung jawab di bidang perikanan. 

2. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 

(1) Kapal penangkap ikan diberikan daerah penangkapan ikan di 1 (satu) 
WPP-NRI atau 2 (dua) WPP-NRI yang berdampingan dengan 
mencantumkan titik koordinat. 

(2) Setiap kapal penangkap ikan buatan dalam negeri diberikan 3 (tiga) 
pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan singgah. 

(3) Setiap kapal penangkap ikan buatan luar negeri diberikan 1 (satu) 
pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan singgah. 

(4) Setiap kapal pengangkut ikan buatan dalam negeri diberikan 2 (dua) 
pelabuhan pangkalan. 

(5) Setiap kapal pengangkut ikan buatan luar negeri diberikan 2 (dua) 
pelabuhan pangkalan dan untuk kapal pengangkut ikan buatan luar 
negeri untuk tujuan ekspor diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan. 
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(6) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib 
mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan 
sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI. 

(7) Dihapus. 

(8) Dihapus. 

(9) Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di 
pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diberikan sanksi pencabutan SIPI atau 
SIKPI. 

3. Ketentuan Pasal 37A dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 37B dihapus. 
5. Ketentuan Pasal 37C dihapus. 

6. Ketentuan Lampiran XVII dihapus. 
Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 November 2014 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
SUSI PUDJIASTUTI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 November 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
YASONNA H. LAOLY 

 

 

Lembar 
Pengesahan 

Jabatan Paraf 

Kabag PUT  
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